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Abstract 
This research was conducted in the protected forest area of the Tepo Asa Aroa Forest Management 
Unit (KPHL Unit XIII). This research was carried out by maximally comparing planning documents 
with actual conditions in the field, with the formulation of existing problems, namely to see whether 
the management plan is based on the criteria for protected forest utilization. which is in the regulation 
of the director general of forestry planology P.5/VII-WP3H/2012 is in accordance with the 
implementation in the field. Based on the results of research collected in the field and related agencies, 
explained that the protected forest utilization block located in the Protection Forest Management Unit 
(KPHL) Tepo Asa Aroa has the highest area in 94 management plots, and there is the potential for 
non-timber forest products such as rattan and dammar and environmental services in the form of 
waterfalls. The suitability of the management plan refers to the criteria, but implementation in the field 
has not been fully implemented. 




Dalam UU No 41/1999 menyebutkan bahwa 
menurut Undang – Undang Republik Indonesia   
Nomor   41   tahun   1999 ,   hutan adalah suatu 
kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi 
sumber daya hayati yang didominasi pepohonan 
dalam persekutuan alam lingkungannya, yang 
satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. 
Berdasarkan fungsinya hutan dibagi menjadi tiga 
kelompok, yaitu Hutan Lindung, Hutan Produksi, 
dan Hutan Konservasi. 
Hutan lindung (protection forest) adalah 
kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh 
pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu 
untuk dilindungi, agar fungsi-fungsi ekologisnya, 
terutama menyangkut tata air dan kesuburan 
tanah tetap dapat berjalan dan dinikmati 
manfaatnya oleh masyarakat di sekitarnya 
(Wikipedia, 2019). 
Perencanaan adalah susunan (rumusan) 
sistematik mengenai langkah-langkah (tindakan-
tindakan) yang akan dilakukan di masa depan, 
dengan didasarkan pada pertimbangan-
perimbangan yang seksama atas potensi, faktor-
faktor eksternal dan pihak-pihak yang 
berkepentingan dalam rangka mencapai suatu 
tujuan tertentu (Abe, 2001). Perencanaan 
diartikan sebagai suatu proses pemilihan dan 
menghubung-hubungkan fakta, serta 
menggunakannya untuk menyusun asumsi-
asumsi yang diduga bakal terjadi di masa datang, 
untuk kemudian merumuskan kegiatan-kegiatan 
yang diusulkan demi tercapainya tujuan-tujuan 
yang diharapkan (Mardikanto, 2010) 
Dalam Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 6 tahun 2007 pasal 1 yaitu, 
Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk 
memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan 
jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu 
dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu 
dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk 
kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga 
kelestariannya. Pemanfaatan kawasan adalah 
kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh 
sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat 
sosial dan manfaat ekonomi secara optimal 
dengan tidak mengurangi fungsi utamanya. 
Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah 
kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan 
hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak 
Jurnal Warta Rimba   E-ISSN : 2579-6287 





merusak lingkungan dan tidak  mengurangi 
fungsi pokoknya. 
Dalam peraturan menteri kehutanan Nomor 
P.6/Menhut-II/2009 pasal 1 mengatakan 
Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya 
disebut KPH adalah wilayah pengelolaan  hutan  
sesuai  fungsi  pokok  dan  peruntukannya,  yang  
dapat dikelola secara efisien dan lestari. 
Sedangkan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung 
selanjutnya disebut KPHL adalah Kesatuan 
pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruh 
atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan 
lindung. KPH telah menjadi inti dari kebijakan 
pengelolaan hutan di Indonesia. KPH telah 
ditunjuk secara khusus sebagai instrumen utama 
untuk mereformasi sektor kehutanan dalam 
negeri dan memperbaiki tata kelola hutan di 
Indonesia (Kartodihardjo, 2011; Ekawati, 2014; 
Sahide, 2016). 
Wilayah KPHL Unit XIII (KPH Tepo Asa 
Aroa) secara administrasi masuk ke dalam 3 
wilayah kabupaten, yaitu: Kabupaten Morowali 
Utara, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Poso,  
di mana secara geografis berada pada 2° 01' 
02,03" LS - 2° 29' 30,65" LS dan 120° 42' 55,08" 
BT - 121° 37' 15,94” BT. Berdasarkan Peraturan 
Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 45 tahun 
2016, KPHL Unit XIII merupakan bagian unit 
pengelolaan dari UPT KPH Tepo Asa Aroa. 
KPHL Unit XIII (KPH Tepo Asa Aroa) 
ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri 
Kehutanan No. SK. 79/Menhut-II/2010 tentang 
Penetapan WilayahKesatuan Pengelolaan Hutan 
Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan 
Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Sulawesi 
Tengah seluas ± 185.259 Ha. 
Hernowo (2011) dan Suprianto (2012), 
menyebutkan beberapa manfaat KPH bagi 
pemerintah pusat, yaitu : Mengurangi rentang 
kendali dalam pengelolaan kawasan hutan kepada 
pengelola pada tingkat tapak, Memperjelas peran 
pembuat kebĳakan (regulator) dengan pengelola 
kawasan (operator), Kemudahan dalam investasi 
pengembangan sektor kehutanan, karena 
ketersediaan data/informasi detail di tingkat 
lapangan, Memberi jaminan dalam penanganan 
rehabilitasi hutan dan reklamasi, karena adanya 
kegiatan pendataan, pemeliharaan, perlindungan, 
monitoring, dan evaluasi yang lebih intensif, 
Pengurangan perambahan, illegal logging dan 
tindak pidana lainnya di bidang kehutanan karena 
adanya pengelola di lapangan,  Maximizing 
pemanfaatan sumber daya hutan, dan Secara 
global mengurangi emisi serta meningkatkan 
carbon stock,  melalui pengurangan laju 
deforestasi, pencegahan kerusakan  hutan dan 
mempertahankan kualitas ekosistem hutan.  
Sebuah kelembagaan KPH, dalam 
operasional atau pengelolaanya membutuhkan 
sebuah dokumen perencanaan yang baik. Hal ini 
sudah diatur dalam peraturan Dirjen Planologi 
Kehutanan Nomor: P.5/VII-WP3H/2012 tentang 
Petunjuk Teknis Tata Hutan dan Penyusunan 
Rencana Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan 
Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan 
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). 
Saat ini KPH Unit XIII telah memiliki dokumen 
rencana pengelolaan. Rencana pengelolaan 
jangka panjang (RPHJP) yang dibuat, 
mengakomodir strategi dan kelayakan 
pengembangan pengelolaan hutan yang di tinjau 
dari aspek kelola kawasan, kelola hutan, dan 
penataan kelembagaan. Dari hasil analisis dalam 
dokumen tersebut juga terdapat beberapa kendala 
seperti sumber daya manusia, pendanaan, dan 
keadaan sosial masyarakat, yang sedang dalam 
proses penyesuaian dalam pengelolaan. Oleh 
karena itu penelitian ini dilakukan untuk 
mengetahui sejauh mana dokumen yang telah 
disusun memenuhi kriteria dan sesuai dengan 
implementasi dilapangan. 
Berdasarkan latar belakang diatas rumusan 
masalah dalam penelitian ini yaituApakah 
rencana kelola berdasarkan kriteria blok 
pemanfaatan hutan lindung yang ada dalam 
peraturan dirjen planologi kehutanan P.5/VII-
WP3H/2012 telah sesuai dengan kondisi 
lapangan ? 
Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui kesesuaian implementasi 
rencana kelola blok pemanfaatan hutan lindung 
dilapangan, berdasarkan peraturan Dirjen 
Planologi Kehutanan P.5/VII-WP3H/2012 
MATERI DAN METODE PENELITIAN 
Waktu dan Tempat 
Penelitian ini dilaksanakan di kawasan hutan 
Kesatuan Pengelolaan Hutan Tepo Asa Aroa 
(KPHL Unit XIII) Provinsi Sulawesi Tengah 
selama 3 (Tiga) bulan yaitu bulan Maret-Mei 
2019 
Alat dan Bahan 
Alat yang digunakan dalam penelitian ini 
yaitu kamera atau handphone yang digunakan 
Jurnal Warta Rimba   E-ISSN : 2579-6287 





untuk mengambil gambar saat melakukan 
penelitian dilapangan, dan alat tulis menulis 
untuk mencatat data hasil wawancara dilapangan, 
dan laptop/PC yang digunakan untuk mengelola 
data. 
Sedangkan bahan yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu kuisioner yang digunakan 
sebagai instrumen data primer dilapangan dan 
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang 
(RPHJP) KPH Tepo Asa Aroa. 
Metode Penelitian 
Metode penelitian yang dilaksanakan dalam 
penelitian ini merupakan metode observasi atau 
survey. Metode ini digunakan untuk mengamati 
kondisi actual dilapangan melalui metode 
observasi dan wawancara serta implementasi 
dilapangan. 
Jenis dan Sumber Data 
Data primer diperoleh berdasarkan hasil 
pengamatan, wawancara dan pengambilan 
sampel dilapangan, meliputi: data potensi 
sumberdaya hutan dan Rencana pengelolaan 
hutan jangka panjang, KPH Tepo Asa Aroa 
kabupaten Morowali Utara. 
Data sekunder diperoleh malalui kajian 
literatur dan data-data yang akurat mengenai 
sinergitas yang menyangkut dengan rencana 
pengelolaan wilayah kesatuan pengelolaan hutan 
Lindung (KPHL) Tepo Asa Aroa, dengan kondisi 
dilapangan serta sumber lain yang relevan. 
Metode Pengumpulan Data 
a) Observasi yaitu mengadakan pengamatan 
langsung terhadap kondisi yang terjadi 
dilapangan. Observasi atau pengamatan 
langsung di lapangan dipergunakan untuk 
mendapatkan data yang tidak bisa 
didapatkan dari hasil wawancara ataupun 
kuesioner, seperti dokumen perencanaan 
(RPHJP) 
b) Wawancara adalah proses memperoleh 
keterangan untuk tujuan penelitian dengan 
cara tanya jawab sambil bertatap muka yang 
dinamakan panduan pertanyaan dalam 
bentuk kuisioner. Dalam melakukan 
wawancara, penentuan responden dipilih 
dengan menggunakan metode random 
sampling. Random sampling merupakan 
metode penentuan responden yang 
dilakukan secara acak, artinya peneliti 
mengumpulkan informasi sedemikian rupa 
sehingga setiap unit dasar memiliki 
kesempatan yang sama untuk diambil 
sebagai sampel (Trisna, 2016), 
c) Studi pustaka, yaitu Penelitian yang 
dilakukan dengan mengadakan studi 
terhadap buku, bahan bacaan, jurnal, atau 
sumber data yang lain yang dijadikan 
sebagai literatur 
Analisis Data 
Analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis perbandingan, 
dimana analisis perbandingan digunakan untuk 
melihat kesesuaian hasil penelitian dengan 
rencana pengelolaan blok pemanfaatan hutan 
lindung serta kondisi lapangan di kawasan 
Kesatuan Pengelolaan Hutan Tepo Asa Aroa 
(KPHL Unit XIII). 
Dalam penelitian ini analisis implementasi 
(penerapan) digunakan untuk membandingkan 
antara kebijakan/peraturan pemerintah pusat 
(kemeterian kehutanan) mengenai rencana 
pengelolaan blok pemanfaatan hutan lindung 
berdasarkan kriteria yang ada dalam peraturan 
Dirjen Planologi Kehutanan P.5/VII-
WP3H/2012 dengan implementasi perencanaan 
yang ada dilapangan pada wilayah Kesatuan 
Pengelolaan Hutan Tepo Asa Aroa (KPHL Unit 
XIII). 
Adapun kriteria blok pemanfaatan hutan lindung 
yang digunakan antara lain: 
1. Mempunyai potensi jasa lingkungan, wisata 
alam, potensi HHBK 
Apabila dalam kawasan hutan tersebut 
terdapat pengelolaan terkait potensi hasil hutan 
non kayu, jasling dan wisata alam. 
2. Terdapat ijin pemanfaatan kawasan, jasa 
lingkungan, hasil hutan non kayu 
Apabila areal pengelolaan tersebut 
dimanfaatkan oleh pemegang ijin, baik dalam 
pemanfaatan HHBK maupun jasa lingkungan 
dan ijin lainnya 
3. Arealnya dekat masyarakat sekitar atau 
dalam kawasan hutan 
Apabila areal tersebut yang telah ditetapkan 
menjadi lokasi pengelolaan pemanfaatan, 
lokasinya tidak jauh dari pemukiman 
masyarakat, mudah dijangkau sehingga dalam 
pengoperasian dilapangan sangat mendukung 
terlaksananya program. 
4. Mempunyai aksesibilitas yang tinggi 
Apabila areal blok pemanfaatan yang 
dikelola memiliki akses yang mudah dijangkau. 
5. Kesesuaian dengan RKTN/RKTP 
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Apabila dalam areal blok pemanfaatan hutan 
lindung dimungkinkan masuk dalam kawasan 
untuk  perlindungan  hutan  alam  dan  lahan 
gambut atau untuk kawasan rehabilitasi. 
Penentuan Responden 
Penentuan responden dalam penelitian ini 
yaitu pegawai KPH serta beberapa kelompok 
tani yang terlibat atau mengetahui tentang 
perencanaan pengelolaan blok pemanfaatan 
hutan lindung. Jumblah responden ditentukan 
secara sengaja  sebanyak 20 orang dengan 
pertimbangan ilmiahnya yaitu : (a) mereka 
melakukan aktivitas atau pemanfaatan lahan 
dikawasan hutan, khususnya dilokasi yang 
masuk kedalam blok pemanfaatan, (b) mereka 
terlibat atau sediktnya mengetahui tantang 
keberadaan KPHL, (c) bersedia untuk 
diwawancarai atau dijadikan responden 
penelitian ini. 
Tahapan Penelitian 


























Gambar 1. Tahap-tahap penelitian 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil 
Berdasarkan hasil penelitian yang 
dikumpulkan dilapangan dan instansi terkait, 
menjelaskan bahwa blok pemanfaatan hutan 
lindung yang berada di wilayah Kesatuan 
Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Tepo Asa 
Aroa memiliki luas yang tertinggi dalam 94 
jumblah petak kelola. 
Hasil Perhitungan 
Untuk dapat menggunakan uji Chi-square 
dalam perhitungan ini, kriteria yang terdapat 
dalam blok pemanfaatan hutan lindung di 
kelompokan dalam dua tabel kriteria (A dan B) 
seperti pada tabel 1 dan 2 berikut 





























16 4 20 
 Total 48 12 60 
Tabel 2.Table Kriteria B Blok Pemanfaatan 


















dalam kawasan untuk 
perlindungan hutan 
alam lahan gambut 
atau untuk kawasan 
rehabilitasi 
13 7 20 
 Total 29 11 40 
Dari data table 1 dan 2, kemudian 
dikelompokan kedalam tabel kontingensi seperti 
pada tabel 3 berikut 








1 A 48 a 12 b 60 
2 B 29 c 11 d 40 
Melakukan tahap persiapan 
Melakukan survey 
Mengumpulkan data yang berhubungan 
dengan obyek penelitian yaitu data pimer dan 
data sekunder 
Pengecekan lapangan pada beberapa titik 
lokasi yang menjadi obyek penelitian 
tersebut 
Membandingkan kriteria pengelolaan sesuai 
atau tidak dengan keadaan lokasi sebenarnya 
Melakukan verifikasi terhadap data 
dan informasi yang diperoleh 
Penyusunan laporan penelitian 
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 Total 77 23 100 
Selanjutanya Frekuensi kenyataan (F0) 
disajikan seperti pada tabel 4 berikut 






Langkah berikutnya adalah menghitung 
nilai frekuensi harapan sebagai berikut : 
Fh = (Jumlah Baris/Jumlah total) x Jumlah 
Kolom 
1. Fh Cell a = (60/100) x 77 = 46,2 
2. Fh Cell b = (60/100) x 23 = 13,8 
3. Fh Cell c = (40/100) x 77 = 30,8 
4. Fh Cell d = (40/100) x 23 = 9,2 
Langkah berikutnya menghitung kuadrat 
dari Frekuensi kenyataan F0 dikurangi Frekuensi 
Harapan Fh per cell sebagai berikut : 
1. Fh Cell a = (48 - 46,2)2  = 3,24 
2. Fh Cell b = (12 - 13,8)2 = -3,24 
3. Fh Cell c = (29 – 30,8)2 = -3,24 
4. Fh Cell d = (11 – 9,2 )2  = 3,24 
Langkah berikutnya menghitung kuadrat 
dari frekuensi kenyataan dikurangi frekuensi 
harapan per cell dibagi frekuensi harapannya 
sebagai berikut : 
1. Fh Cell a =  3,24 / 46,2 = 0,07 
2. Fh Cell b = -3,24 / 13,8 = -0,23 
3. Fh Cell c = -3,24 / 30,8 = -0,10 
4. Fh Cell d = 3,24  /  9,2  = 0,35 
Selanjutnya dari nilai di atas, semua 
ditambahkan, untuk memperoleh hasil dari 
chi square. Untuk lebih jelasnya disajikan 
pada tabel berikut 
Tabel 5. Hasil akhir tabel hitung chi-square 
Cell F0 Fh F0 - Fh (F0 – Fh)2 
(F0 – 
Fh)2/Fh 
A 48 46,2 1,8 3,24 0,07 
B 12 13,8 -1,8 -3,24 -0,23 
C 29 30,8 -1,8 -3,24 -0,10 
D 11 9,2 1,8 3,24 0,35 
Chi-aquare Hitung 0,09 
Untuk mengetahui kesesuaian terlebih 
dahulu mencari nilai DF ( Degree Of Freedom) 
dengan rumus sebagai berikut : 
DF = (r-1) x (c-1) 
Keterangan : r = baris dan c = kolom  
Pada tabe 3, baris ada 2 (A dan B) dan kolom 
ada 2 (sesuai dan tidak sesuai) sehingga DF = 
(2-1) x (2-1) = 1 
Apabila taraf signifikan yang digunakan adalah 
95% maka batas kritis 0,05. Pada DF 1, nilai chi-
square tabel sebesar = 3,84. Karena 0,09< 3,84 
perbedaan selisi angkanya cukup jauh maka 
kesesuaiannya kurang signifikan, artinya H0 
diterima dan H1 diTolak. 
Pembahasan 
Dari hasil penelitian yang dilakukan di 
lapangan aksesibilitas menuju lokasi di wilayah 
KPHL Unit XIII dapat dijangkau menggunakan 
kendaraan roda empat dan roda dua. Jarak dari  
Kota Palu menuju Kabupaten Morowali Utara 
sejauh 400 km, dapat ditempuh dengan 
kendaraan roda empat selama 12 jam. Untuk 
akses kebeberapa lokasi pengelolaan seperti 
pengelolaan potensi HHBK dan jasling dapat 
dijangkau karena sebagian besar pengelolaan 
berada di sekitar kawasan yang dekat dengan 
masyarakat. 
Potensi yang terdapat dalam pengelolaan 
blok pemanfaatan hutan lindung antara lain 
adalah hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan jasa 
lingkungan air terjun. Dalam proyeksi 
pemanfaatannya Hasil Hutan Bukan Kayu yang 
memiliki prospek yang baik untuk dimanfaatkan 
secara optimal oleh KPHL Unit XIII adalah 
HHBK jenis rotan, damar, dan karet. Meskipun 
demikian rotan dan dammar menjadi prioritas 
bisnis utama bagi KPHL Unit XIII dalam rangka 
mewujudkan kemandirian yang menunjang 
optimalisasi fungsi lindung dan peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. Saat ini, permintaan 
terhadap ketiga jenis HHBK ini semakin 
meningkat. 
Jenis rotan yang ditemukan  di  wilayah  
KPHL  Unit  XIII  adalah  rotan  noko,  rotan  
batang,  rotan lambang, rotan mane, rotan putih, 
rotan tali, dan rotan tohiti. Proyeksi penerimaan 
dari usaha pemanfaatan rotan adalah 
Rp.28.342.260.000/tahun jika diasumsikan harga 
rotan W/S sebesar Rp 7.500 dan produksi rotan 
per ha sebesar 200 Kg/ha/tahun.  
Untuk potensi damar, meskipun belum 
dilakukan inventarisasi potensi produksinya, 
namun berdasarkan informasi dari masyarakat 
bahwa produksi getah damar per pohon adalah 
120kg/pohon/tahun dan potensi  pohon  damar 
per hektar adalah 50  pohon  sehingga total  
produksi  damar adalah 6000 kg/tahun. Harga 
getah damar adalah Rp.15.000/Kg, maka 
proyeksi penerimaan usaha pemanfaatan damar 
KPHL Unit XIII adalah Rp.1.700.535.600.000/ 
tahun. 
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Selain itu, terdapat Jasa lingkungan atau 
jasa wisata alam berupa air terjun Poaha yang 
berada di desa Dolupo Karya Kecamatan Lembo 
Raya Kabupaten Morowali Utara, yang 
pengembangan pemanfaatannya memiliki 
prospek yang baik. Namun, untuk menuju lokasi 
air terjunt tersebut,  terkendala keterbatasan 
akses dan  kondisi topografi yang sangat curam 
dan potensi lain yang terkait pengembangan 
wisata tersebut belum teridentifikasi dengan 
baik. Akibat keterbatasan akses maka waktu 
tempuh yang dibutuhkan menuju lokasi ini 
cukup lama. 
Selain itu kondisi  masyarakat  sekitar  
kawasan  hutan  di  wilayah  KPHL  Unit  XIII 
umumnya tergolong miskin dengan tingkat 
pendapatan yang rendah. Hal ini disebabkan 
karena keterbatasan akses dan kapasitas/ 
kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan 
dan mengelola sumberdaya hutan. Salah satu 
misi KPHL Unit XIII dalam meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan adalah 
melalui pemberian akses dan penguatan 
kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan dan 
mengelola sumberdaya hutan. 
Untuk hasil analisis menggunakan rumus 
chi-square yang diperoleh dari wawancara pada 
20 orang responden, sebagian besar menyatakan 
rencana kelola yang ada pada blok pemanfaatan 
hutan lindung berdasarkan kriteria yang ada 
pada peraturan Dirjen Planologi Kehutanan 
P.5/VII-WP3H/2012 sudah sesuai dengan 
implementasi dilapangan. Tetapi pada hasil 
perhitungan menggunakan rumus chi-square 
didapatkan hasil 0,09< 3,84 yang menyatakan 
kesesuaiannya kurang signifikan. Sehingga dari 
hasil analisis menggunakan metode chi-square 
mengenai respon masyarakat terhadap 
pengelolaan blok pemanfaatan, menyatakan 
masih ada beberapa perencanaan yang belum 
sesuai dalam pengelolaan blok pemanfaatan 
hutan lindung, hal ini karena pengelolaan yang 
baru mulai berjalan sehingga masih banyak 
kelemahan dan permasalahan yang masih 
diperlukan penyesuaian dalam pengelolaan 
perencanaan blok pemanfaatan hutan lindung di 
KPHL Tepo Asa Aroa. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam 
pengelolaan blok pemanfaatan hutan lindung di 
KPH Tepo Asa Aroa sudah mengacu pada 
kriteria Petunjuk Teknis Dirjen Planologi 
Kehutanan Nomor: P.5/VII-WP3H/2012. 
Implementasinya di lapangan, rencana kelola 
yang mengacu pada kriteria yang ada, yaitu 
mengenai pemanfaatan potensi hasil hutan 
bukan kayu (damar dan rotan), sedangkan yang 
belum terimplementasi adalah potensi jasa 
lingkungan, wisata alam air terjun poaha yang 
berada di desa dolupo karya kecamatan limbo 
raya. Dalam pemanfaatan hutan, terdapat ijin 
pengelolaan dan pemanfaatan kawasan yang 
diberikan pada perusahaan dan masyarakat, serta 
arealnya ada yang dekat dengan masyarakat 
sekitar dan dalam kawasan hutan. Dalam kriteria 
aksesibilitas cukup tinggi karena sebagian besar 
areal KPH Tepo Asa Aroa (KPHL Unit XIII) 
dapat ditempu dengan kedaraan mobil atau 
motor. Kriteria berikutnya dalam pengelolaan 
blok pemanfaatan hutan lindung sesuai dengan 
RKTN/RKTP adalah kegiatan rehabilitasi hutan 
di wilayah  DAS Tambalako dan DAS Laa. 
Menurut Ichsan dan Febryano (2015)  
terdapat, beberapa kriteria yang perlu diperkuat 
untuk menjamin operasionalisasi KPH di tingkat 
tapak, yaitu kemantapan kawasan, rencana 
kelola, dan mekanisme investasi.   Kebutuhan 
SDM yang berkualitas dan memadai menjadi 
persoalan utama dalam mendorong 
operasionalisasi kelembagaan KPH, sehingga 
menghambat implementasi program-program 
yang telah direncanakan dalam RPHJP KPH. 
Jika pembangunan KPH termasuk  dalam 
prioritas utama dalam RPJMN, maka sudah 
semestinya kebutuhan SDM ini mendapatkan 
perhatian serius dari pemerintah pusat dan 
daerah untuk segera diatasi. Demikian juga 
dalam konteks  penataan sistem kelembagaan 
KPH  yang selama ini dirasakan masih sangat 
lemah baik dari sisi dukungan regulasi, 
infrastruktur, dan pendanaan. 
KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat 
disimpulkan bahwa kesesuaian kriteria rencana 
kelola blok pemanfaatan hutan lindung di 
wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Tepo Asa 
Aroa (KPHL Unit XIII) telah mengacu pada 
kriteria dalam Petunjuk Teknis Dirjen Planologi 
Kehutanan Nomor: P.5/VII-WP3H/2012, namun 
implementasi di lapangan belum sepenuhnya 
terlaksana karena masih terdapat beberapa 
kendala terutama yang terkait dengan tingkat 
pengetahuan masyarakat dan realisasi pendanaan 
pengelolaan KPHL Unit XIII. 
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